KEMUTUSAN MENTER] AGAMA REPUBLIK INDONESIA

HOMOR T04
TENTANG

PEMBERLAN [ZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH
AR ROOIDU KABUPATEN BANYU ASIN PROVINS! SUMATERA SELATAN

Memmbnng

Mengingt

d

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER| AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

bakiwd dilam rangks peloksanasn ketentuan Pasal 8 ayat |2)
Prramiran  Menters Agama  Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Penyelenggarmun  Pendidikan Madsasah perlu memberikan km
pperasional terhiadsp Madrassls Swasta di linghungan Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provirisi Sumatera Selatan;

 babwa dalmn rangka meningkutkan akses pendidikan madrasal

yang bermuty, perly memberikan kesempatan masyarakat melalui
wrganikasl berhadsn hukum untuk menyelenggarnkan madrasah
seutinl dengan stundar nesional pentidikan]

batiwe mndrasal yamg tercantim di baweh inl telab mmemenub
persyaratan wdmmisizalll, teknis, don kelayakan yang telah
ditetaphan;

itwa berhusarkan pertimbangan schagaimana dimaksud dalam
tairuf #, U dan © di atas, periy menswapkan Keputusan Menten
Agnma Republik Indonesio tenlang Pemberian [zin Operasionul
Pendirinn Mudrasah [budaiyan Ar Romdu Kabipaten Banyu Asin
Provinsi Sumatera Selatan

Undang-Urdang  Nomor 20 Tahun 2003  tentang Sistem

Pendidikan Masonal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20071 Nemor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomur 43010,

Uidang- Undany Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
{lembarun Negars Republik Indonesis Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Intonesia Nomor 4588);

. Permwaran Pemenntah Nomar 19 Tahun 2005 tentang Standar

Naswonal Fendidikan [Lembaran Negara Republil Indonesia Tahun
Z0US Nomer 11, Tambahan Lemburan Negara Republik Indonesia
Numor +496) sebagumann  telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemeriniah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Pernluran Pemerintall Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Niisiorial Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
013 Nemor T1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Numar 3410);

_Peraturan Pemerintily Nomor 47 Tabun 2008 tentang Wajib

Belaar Pendidikan Dasar [Lembarun Negars Republik Indonesia
Tabun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negars Republik
Indonesin Nomor 4863);

. Deraturan Pemnerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan |Lembaran Negars Republik Indonesi Tahun 2008
Homor 91, Tambahan Lemboran Negara Republik Indonesia
Nomor 48641

&. Peraturan..,



1o

Mempernazikan |

Menelapkan

KESaTU

Perafuran Pemeriniah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
[Lembaran Negora Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 194,
Tambabmr Lembaran Negarn Kepublik Indonesia Nomor 4941
Peraturan Pemerintabs Nomoi 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan  Pervelenggaraan  Pendidikan  (Lembarars Negara Republik
liydonesia Tabun 2010 Nomur 23, Tambahan Lembaran Negara
Repuhllk  Indunesis Npmor 5150 sebagaimana telah divbah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubiuhan Atius Permturan Pemerintal NRomor 17 Tahun 2010
tenitanyg Penpelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negars Republik indonesia Tahun 2010 Nomoer 112, Tambahun
lembarnn Negara Republik Indonesiz Nomor 3157}

Peraturnn Mentes: Pondidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
Standur Sarenn dan Prasarans Untuk Sekolah Dasar/Madrasah
ltidaiyah, Seholali Menengah Portams/Madrasah Tsunawiyah,
dan Seholah Menenpah Atas/Madrasah Alivah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nastonal Nomor 15 Tahun 2010
tentang  Standar Pelovanun Mimimal | Pendidikan  d
Kabupaten/Rola sebagalmans telah diubah menjadi Peraturan
Menteny Pendudlikan  dan  Rebudayvasan Nomor 23 Tdhun 2013
tentimg Porubahan atas Peraturen Menterd Pendidikan Nasional
Momur 15 Tahus 2000 rentang Standar Pelaysnan Minimal
Penchidikan di Kabupatern,/ Kols,

Permturin Memter] Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentong Stendare
Rompetensi Lulusan dun Suindir (s Pendidikan Agama lslam dan
Bahusa Arab di Madrasah;

Feraturnn Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama lelam pada Sekolah
Berita Negars Republik Indunesia Tabun 2012 Nomor 206)
sebagaunans telal: divbah dengun Peraturan Menterl Agams
Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubaban Atas Peraturan Menterd
Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agama lslam pada Sekolah {Berits Negara
Kepubiil indonesia Tabun 2013 Nomor 884);

Peraturan  Mentenn Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Peryelenggnran  Pendidikkan Madrasali [Berita Negara Republik
Indmiesia Tahun 2013 Nomor | 382),

L Notu Dinas Pertimbangan darl Kepala Bidang Pendidikan
Mudrazah Nomor: 17 Tangeal 29 Februar| 2016

4. Rekomendasi dart  Kepala HKantor  Kementeran  Agama
RABUPATEN BANYL ASIN Nomur!
Kel 0607 /2/PP.O0.11/130/2016 Tanggal 16 Februari 2016

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN 1ZIN
OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH AR

ROOIDU KABUPATEN BANYU ASIN PROVINS! SUMATERA
BELATAN,

Memberikan l@m  operasional' pendirian  madrasah kepada
muadrasaly sebageimana tereantum dalam  Lampiran vang
merupikan bagan ndak lerpisahian dar Keputusarn ini,

H:EDU& "



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Seteluh jJangka wiiktd 7 tahun, Xepala Madrasah yang
bersangkuran wajite
a. menyampaikan lsporan perkembangan madrasah kepads
Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling
sedikit perkembangan jumish peserta didik, pelaksanaan
kurilulum, pelaksannan pemenuhan standar sarana
prasarana, dan pelaksansan pemenuhan standar pendidik
dan tenaga kependidikan; dan/atau
b. mengajukan pendaltarun visitasi akreditasi
sekolah/madrasali kepads BAP-S/M sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal perkembangan matdrasah sebagaimans dimaksud
dalum Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar
peliyanar minimal penyelenggaraan pendidikan  dan/atau
hasil akreditas sebogaimana dimalsue Diktum Kedua huruf b
mendipal  peringkal minimal C. maka st operasonal
sebagaimina dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berfaku,

Dealam hial perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud
dalem Dikwim Kedua hurul a dimilal memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggarsan pendidikan dan/atau
hasil akreditasl sebagaimana dimisksud Dikuim Kedua huruf b
tdak mendapat permgkal minimal C, maka izin aperasional
sebaguimuny dimalsud dalam Diktam Wesatu dicabut.

Keputusan ini mulai berluku pada tanggal ditetaplkan,
Ditetapkan di Palembang
padis tanggal 29 Februari 2016

AN MENTER| AGAMA REPUBLIK INDONESIA
_ KEPALA KANTOR WILAYAH




LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTER| AGAMA REPUBLIX INDONESIA

NOMOR TC4
TENTANG

FEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH IZTIDAIYAH AR ROOIDU EABUPATEN
BANYL ASIN PROVINS] SUMATERA SELATAN

IDENTITAS MADRASAH YARCG DIBERIKAN [ZIN OPERASIONAL

| |Mama Madrasah

ML AR ROOIDU

d |Womor Statistik Madrasah

111216070001

3 |Alamat Madresah

JL RAYA TAJA MULYA DUSUN H, TALANG
JAYA MULYA KEC. BETUNG, KAB. BANYU

ASIN
4 |Nama Organisas: Penyelenggara  |LEMBAGA PENDIDIKAN AR ROOIDU
5 |Akte Notarls Organisasi Mo 72 / SywipudinBurhan, 3H., Spi / 14
Pemyelenggam Sepiember 2015

6 |Pengezahan Alne Notaris

Il:.:rgan.sam Penvelengrara

C-B19.HT 03.01-Th.2002 / 21 Me: 2002
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